Menimbang :

Mengingat

BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Ngawi Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara
Nomor 9);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844),

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
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Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-
04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan
Alat Pemadam Api Ringan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.02/Men/1983 tentang
Instalasi Alarm Kebakaran Automatik;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-187/Men/1999 tentang
Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Ngawi Nomor 7
Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Ngawi Tahun 1987 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2011 Nomor 19).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Menetapkan

dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

H w D

Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
Bupati adalah Bupati Ngawi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat
BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Ngawi.

. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di

bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang—
undangan yang berlaku.

8. Kas Umum Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.

9. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah serangkaian kegiatan

10.

untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatutan pemenuhan kewajiban
pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang digunakan
untuk mencegah atau memadamkan kebakaran, yang berisi cairan
atau serbuk yang berbentuk air/gas yang meliputi tabung gas,
hidrant, springkler, otomatik gas dan motor pompa.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Alat Pemadam Api Ringan adalah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu
orang untuk memadamkan api pada awal mula terjadi kebakaran yang terdiri dari
jenis cairan (air), busa, dry powder dan jenis gas.

Alat Perlengkapan Penanggulangan Kebakaran adalah semua alat yang dapat
dipergunakan untuk membantu memadamkan atau menanggulangi bahaya
kebakaran seperti ember, karung goni, scop, dan lain-lain.

Bangunan Industri/Pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk
kegiatan kerja atau produksi termasuk pergudangan/bengkel.

Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai
untuk kegiatan kerja antara lain untuk pertemuan umum, kantor atau perusahaan,
hotel, tempat hiburan, rumah sakit, toko, pasar atau pusat pertokoan, sekolah, dan
peribadatan.

Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya sebagai tempat
tinggal atau tempat kediaman.

Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat
mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan,
pengolahan atau pemasangannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia,
peralatan dan lingkungan.

Bahan Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/percikan api,
mudah terbakar dan cepat merambat api.

Bahan Yang Tidak Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena
panas/jilatan api, tidak mudah terbakar dan lambat merambat api.

Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari air bawah tanah yang
bertekanan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk memadamkan
kebakaran.

Hydrant Gedung adalah hydrant yang terletak dalam suatu bangunan atau gedung
yang peralatannya disediakan serta dipasang di dalam bangunan atau gedung.

Hydrant Halaman adalah hydrant yang terletak di luar bangunan yang instalasi dan
peralatannya disediakan atau dipasang di luar bangunan atau gedung.

Sprinker adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dapat memancarkan air
bertekanan secara otomatis dan merata ke semua arah.

Proteksi Kebakaran adalah segala jenis sarana dan prasarana yang disiapkan dan
dimiliki oleh setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan
tersebut yang berfungsi untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda serta
keselamatan gedung tersebut dari ancaman bahaya kebakaran dan alat tersebut
harus bisa digunakan atau difungsikan sewaktu-waktu diperlukan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek pajakatau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah biaya yang dipungut
Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pelayanan, pemanfaatan, pembinaan
dan pengawasan pemeriksaan alat pemadam kebakaran untuk kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.



27. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas jasa
penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam
kebakaran.

29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Kabupaten
Ngawi.

30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.

32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

33. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB I
NAMA , OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam
kebakaran.

Pasal 3

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan
dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat
penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran,
alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau
dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat
pemadam kebakaran, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.



